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ABSTRAK

ANALISIS PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SUATU
HUBUNGAN KONTRAKTUAL
(Studi Putusan Nomor 204/P1D/2021/PT.TJK)

Oleh
Mohammad Rifani Agustam

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pembuatnya, dan para
pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari
tidak jarang pelaku kontrak yang tidak melaksanakan kewajibannya oleh kreditur
dituntut melalui hukum pidana dengan merujuk pasal 378 KUHPidana sehingga
terkesan ada kesamaan figure hukum wanprestasi dengan tindak pidana penipuan
dalam suatu perjanjian, padahal dalam pengaturannya kedua hal tersebut diatur
pada hukum yang berbeda wanprestasi diatur dalam KUHPerdata sedangkan tindak
pidanan penipuan diatur dalam KUHPidana yang menjadi permasalahan dalam
tulisan ini adalah apakah yang menjadi parameter atau ukuran untuk menentukan
perbuatan hukum wanprestasi dan tindak pidana penipuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan statute approach dan
pendekatan case approach terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu
Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/P1D/2021/PT.TJK).

Hasil penelitian terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan
Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/P1D/2021/PT.TJK), menunjukan bahwa
problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual adalah bahwa
dalam hubungan kontraktual melibatkan kesulitan mengumpulkan bukti yang kuat,
dikarenakan sulit untuk mengumpulkan dokumen kontrak yang sah, dan pengertian
yang jelas tentang unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menggolongkan
perbuatan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur yang menjadi parameter dalam
menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu hubungan kontraktual
sangat bergantung pada niat, perjanjian, bukti pelanggaran, dan kerugian yang
dialami oleh pihak lain.

Kata Kunci : Hubungan Kontraktual, Pembuktian Pidana, Utang Piutang



ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL EVIDENCE IN A CONTRACTUAL
RELATIONSHIP
(Study Of Decision Number 204/P1D/2021/PT. TJK)

By
Mohammad Rifani Agustam

A legally concluded agreement is binding on its creators, and the parties are
obliged to fulfill it. In daily life practice, it is not uncommon for contract actors who
do not carry out their obligations by creditors to be prosecuted through criminal
law by referring to article 378 of the Indonesian Civil Code so that it seems that
there is a similarity in the legal figure of default with fraud in an agreement, even
though in its regulation both things are regulated in different laws, default is
regulated in the Civil Code, while fraud crimes are regulated in the Indonesian
Civil Code, which is the problem in the writing This is whether it is a parameter or
measure to determine legal acts of default and criminal acts of fraud.

The research method used in this study is a normative-empirical method using
a statute approach and a case approach related to the Analysis of Criminal
Evidence in a Contractual Relationship.

Research results related to Analysis of Criminal Evidence in a Contractual
Relationship (Decision Study Number 204/P1D/2021/PT.TJK). shows that the
problem of criminal evidence in a contractual relationship is that the problem of
criminal evidence in a contractual relationship is a complex and often challenging
issue. Some of the main factors that influence the criminal evidentiary process in
the context of contractual relationships involve the difficulty in gathering strong
evidence, the important role of valid contractual documents, and a clear
understanding of the elements that need to be met to classify an act as a criminal
act. Elements that are parameters in determining acts of breach of contract and
fraud in a contractual relationship. The elements that are parameters in
determining whether an action is a breach of contract or fraud in a contractual
relationship are very dependent on the intention, contractual agreement, evidence
of violation, and losses incurred. experienced by other parties.

Keywords: Criminal Proof, Contractual Relationship, Accounts Receivable
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BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan perkembangan zaman serta teknologi yang semakin canggih,
menambah terjadinya tindak kejahatan di Indonesia.! Dalam bidang ekonomi,
bisnis menjadi salah satu ajang dilakukannya wanprestasi yang berujung penipuan.
Kejahatan bisnis sendiri tidak sedikit yang berujung pada terjadinya tindak pidana
khususnya dalam hal perjanjian/kontrak.? Kelalaian dan kurang pahamnya salah
satu pihak yang melalukan perjanjian atau kontrak dimanfaatkan pelaku untuk
meraup keuntungan diluar perjanjian yang tertulis dan disepakati. Suatu perbuatan
yang diawali dengan hubungan kontraktual tidak selalu dapat dikatakan sebagai

wanprestasi namun dapat juga berujung pada penipuan.®

Perlu dibahami bahwa setelah adanya kontrak atau perjanjian, khususnya dalam
konteks utang piutang, hak dan kewajiban secara resmi terbentuk bagi semua pihak
yang terlibat dalam perjanjian tersebut.* Ini adalah prinsip dasar dalam hukum
kontrak yang mengatur interaksi bisnis dan transaksi di berbagai sektor. Pihak yang

memberikan pinjaman atau kredit (pihak kreditor) memiliki hak untuk menerima

1 Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global. (Jakarta:
Citra Aditya Bakti). (2016). him 23-24.

2 Romli Atmasasmita, S. H. Hukum kejahatan bisnis: Teori & praktik di era globalisasi.
(Jakarta: Prenada Media). (2016). him 67.

3 Elfina Lebrine, S. “Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup
Kejahatan Bisnis.” Jurnal Laboratorium Hukum Pidana Universitas Surabaya (2019). him 63.

4 Edi Santoso. Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia. (Jakarta:
Prenada Media). (2018). him 44.



pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ini
mencakup jumlah pokok yang dipinjamkan, bunga yang mungkin dikenakan, dan
tanggal jatuh tempo pembayaran.® Pihak kreditor dapat memiliki hak untuk
keamanan atau jaminan dalam kasus utang yang signifikan.® Misalnya, dalam
hipotek rumah, pihak kreditor memiliki hak untuk menjual properti jika peminjam
(pihak debitur) gagal membayar pinjaman.’ Jika pihak debitur gagal membayar
sesuai dengan perjanjian, pihak kreditor memiliki hak untuk menuntut pembayaran

melalui proses hukum. Ini dapat mencakup tuntutan hukum untuk pemulihan utang.

Pihak debitur memiliki kewajiban utama untuk membayar kembali pinjaman sesuai
dengan syarat-syarat yang telah disetujui dalam kontrak. Ini termasuk pembayaran
pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang mungkin disepakati. Pihak debitur
juga memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan dan syarat dalam
kontrak. Ini dapat mencakup kewajiban untuk memberikan jaminan atau keamanan
jika disyaratkan. Dalam beberapa kasus, pihak debitur mungkin memiliki
kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat kepada pihak kreditor, seperti
laporan keuangan atau dokumen-dokumen terkait bisnis. Pihak debitur memiliki
kewajiban untuk tidak menyalahgunakan dana pinjaman atau menggunakannya

untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

5 Jefri Tolokonde, A. Anshar, dan Wahda Z. Imam. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap
Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis di Bidang Pasar Modal.” Hermeneutika: Jurnal
limu Hukum 5.2. (2021). him 12-15.

¢ Iflahul Hamdi. “E-Commerce Dalam Kejahatan Bisnis.” Law Journal of Mai Wandeu 1.2.
(2021). him 94-102.

" Indah Widiya Ningsih, dan Mohd Din. “Tindak Pidana Penipuan Karena Utang Piutang
(Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh).” Jurnal llmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Pidana 6.1. (2022). him 51-58.

8 Muhammad Gary Gagarin Akbar, dan Zarisnov Arafat. “Perlindungan Hukum Terhadap
Debitor Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana.” Justisi:
Jurnal limu Hukum 2.1. (2017). him 12.



Hak dan kewajiban ini biasanya terdokumentasikan secara jelas dalam kontrak atau
perjanjian utang piutang. Kontrak ini mencakup rincian seperti jumlah pinjaman,
tingkat bunga, jangka waktu, jaminan (jika ada), dan semua ketentuan lain yang
relevan. Ketika semua pihak mematuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan
perjanjian, maka hubungan utang piutang biasanya berjalan dengan lancar. Namun,
jika ada pelanggaran atau sengketa, maka hukum kontrak dan sistem peradilan

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.®

Hubungan kontraktual adalah unsur utama dalam dunia bisnis dan kehidupan
sehari-hari kita. Dalam banyak kasus, individu dan perusahaan menjalin
kesepakatan tertulis untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Namun,
masalah serius muncul ketika kasus penipuan berkembang di dalamnya.X®
Penelitian ini akan mengulas fenomena penipuan dalam hubungan kontraktual,
tantangan yang dihadapinya, dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk
mengatasi permasalahan ini.!! Penipuan dalam hubungan kontraktual adalah
tindakan yang melibatkan manipulasi, kebohongan, atau perilaku yang tidak jujur
oleh salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak. Ini dapat mencakup berbagai
tindakan seperti mengubah pernyataan penting, menyembunyikan informasi yang

relevan, atau mengeksploitasi celah dalam perjanjian.

® Jeffrey Thomas Lubis, Elisatris Gultom, dan S. Somawijaya. “Kepastian Hukum
Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak
Pidana Melalui Lembaga Kepailitan.” Jurnal Sains Sosio Humaniora 5.1. (2021). him 250-261.

10 Nyoman Samuel Kurniawan. “Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep
Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan
Kepailitan).” Jurnal Magister Hukum Udayana 3.1. (2014). him 44-49.

1 Fitri Windradi, dan Gentur Cahyo Setiono. “Konsekuensi Yuridis Jual Beli Tanah Yang
Dibebani Hak Tanggungan.” Transparansi Hukum 2.1. (2019). him 21-30.



Hubungan kontraktual adalah bagian integral dari kehidupan bisnis dan sosial kita.
Mereka menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk transaksi dan kemitraan,
memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak dihormati.'> Namun, dalam
beberapa kasus, hubungan kontraktual juga bisa menjadi sumber permasalahan
pidana, terutama dalam bentuk penipuan. Dalam penelitian ini, kita akan mengkaji
mengapa hubungan kontraktual bisa menjadi tempat untuk penipuan dan bagaimana

hal ini memengaruhi sistem hukum.*3

Penipuan dalam hubungan kontraktual terjadi ketika salah satu atau lebih pihak
yang terlibat dalam sebuah kontrak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan
pihak lain dengan cara yang tidak etis atau ilegal.'* Penipuan ini bisa melibatkan
berbagai tindakan, seperti memberikan informasi palsu atau menyalahgunakan
kepercayaan. Salah satu faktor pemicu penipuan dalam hubungan kontraktual
adalah dorongan finansial.'® Pihak yang terlibat mungkin mencoba memaksimalkan
keuntungan atau menghindari kerugian dengan cara yang tidak jujur. Terkadang,
tekanan persaingan bisnis yang ketat dapat mendorong tindakan penipuan. Bentuk-

bentuk penipuan dalam hubungan kontraktual diantaranya adalah

1. Pemberian Informasi Palsu: Salah satu bentuk penipuan yang umum adalah
memberikan informasi palsu atau menutup-nutupi informasi yang relevan

kepada pihak lain dalam kontrak.

2y, Yahman. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari
Hubungan Kontraktual. Vol. 1. No. 1. (Jakarta: Prenada Media Group). (2014). him 12.

13 Rai Mantili, dan Putu Eka Trisna Dewi. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” Jurnal Aktual Justice 6.1. (2021). hlm 1-
19.

14 Roknel Maadia. “Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum
Pidana Indonesia.” Lex Crimen 4.2. (2015). hlm 23-34.

15 Putu Meida Anny Liestarini, dan Ida Bagus Surya Dharmajaya. “Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual.” Jurnal Kertha Wicara
7.5. (2018). him 44-46.



2. Mengubah Kontrak: Pihak yang terlibat dalam kontrak dapat mencoba
mengubabh isi kontrak atau dokumen terkait tanpa persetujuan pihak lain.

3. Kegiatan Penipuan Keuangan: Ini mencakup manipulasi angka, keuangan, atau
laporan keuangan yang berkaitan dengan kontrak.

4. Pelanggaran Kewajiban Kontraktual: Tidak memenuhi kewajiban yang telah
diatur dalam kontrak, seperti pengiriman barang atau layanan yang disepakati,

dapat dianggap sebagai bentuk penipuan.

Dalam kasus pelanggaran kontrak, mengetahui hak-hak dan kewajiban serta
memiliki bukti yang kuat sangat penting. Pihak yang merasa menjadi korban
penipuan harus segera berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara untuk
memahami opsi hukum yang tersedia.'® Secara keseluruhan, penipuan dalam
hubungan kontraktual adalah masalah yang serius yang memerlukan pendekatan
holistik.” Selain penegakan hukum yang tegas, pendidikan, transparansi, dan
kesadaran etika bisnis memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi
masalah ini. Dengan demikian, hubungan kontraktual dapat tetap menjadi alat yang

efektif untuk menjalankan bisnis dan transaksi tanpa risiko penipuan.

Salah satu alasan utama mengapa penipuan dalam hubungan kontraktual menjadi
begitu umum adalah karena dorongan finansial. Pihak yang terlibat mungkin
mencoba mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atau menghindari kerugian

dengan cara yang tidak etis. Terkadang, keserakahan atau persaingan yang ketat di

16 Muhammad Noval, Ramon Nofrial, dan Siti Nurkhotijah. “Analisis Yuridis Proses
Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk
Mewujudkan Perlindungan Hukum.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 2.1. (2022). him
29-37.

17 Purnama Kurniawan, H. Helmi, dan M. Mispansyah. “Tindak Pidana Penipuan Dalam
Kaitan Wanprestasi (Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb).” JIM: Jurnal Iimiah
Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8.3. (2023). him 2127-2154.



pasar juga dapat memicu perilaku penipuan. Dalam dunia yang semakin kompleks
dan terhubung secara global, penipuan dalam hubungan kontraktual adalah masalah
yang terus berkembang. Namun, dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan
penegakan hukum vyang efektif, Kkita dapat mengurangi dampaknya dan

mempromosikan praktik bisnis yang lebih etis dan adil.

Terjadinya Wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual
(Characteristics of defaults is always preceded by a contractual relationship).
Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum
antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata Suatu hubungan
hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan
wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana
penipuan.’® Penipuan yang terjadi dalam hubungan kontraktual tidak sedikit
diselesaikan dalam ranah hukum pidana karena pada dasarnya kepolisian tidak bisa
menindaklanjuti kasus perdata yang dilaporkan oleh korban, maka korban dengan
tegasnya mengatakan suatu tindakan yang merugikan pihaknya dan merasa haknya
tak terpenuhi atau disebut wanprestasi yang terjadi dalam hubungan kontraktual

sebagai tindak pidana penpiuan.?

Maka dalam pelaporan tersebut, kepolisian yang terkait dapat menganalisis secara

khusus apakah tindakan tersebut dikatakan wanprestasi atau tindak pidana

18 Ar Azhari. “Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu
Perjanjian.” Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 19.3.
(2020). him 477-498.

19 Z. Zulfirman. “Kebijakan Negara Terhadap Hubungan Kontraktual Sebagai Hak Asasi
Manusia Di Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2.3. (2013).
him 417-435.

20 Imam Haryatna, Muhammad Amin Nasution, dan Putri Hafidati. Analisis Yuridis Terhadap
Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan. Lex Veritatis 1.2. (2022). him 80-94.



penipuan.?! Semakin maraknya kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya
didalam hubungan kontraktual mengharuskan kita sebagai pihak yang terkait dan
terlibat dalam kontrak tersebut tidak mudah lengah dan mengerti terlebih dahulu
apa yang akan diperjanjikan dan kaitan hukumnya dalam pemenuhan hak dan
kewajiban. Untuk mencegah terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang

melakukan hubungan kontraktual.??

Perlu dipahami bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur
dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah
suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang
lain atau lebih.?® Secara khusus, mengenai perjanjian utang piutang sebagai
perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata bahwa pinjam
pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan
sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat
bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama
dalam jumlah dan keadaan yang sama. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa
etiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan

tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya

2L A. Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, dan Rina Khairani Pancaningrum. “Himpitan
Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” Jurnal Kompilasi Hukum 7.2.
(2022). him 34-45.

22 Sri Laksmi Anindita, dan Eriska Fajrinita Sitanggang. “Penyelesaian Sengketa Bedrog
(Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk (Studi
Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/P1D/2001).” Jurnal Hukum & Pembangunan 52.1.
(2023). him 301-319.

23 Ardy Dwi Cahyono. “Ciri Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penggelapan Yang Lahir Dari
Hubungan Kontraktual.” Novum: Jurnal Hukum 3.4. (2016). him 52-60.



menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau
menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama

4 (empat) tahun.?*

Penipuan memiliki makna rangkaian siasat dengan itikad tidak baik (kebohongan)
untuk membuat pihak lain terpedaya atau percaya atas perkataannya. Istilah
penipuan juga dikenal dalam hukum perdata sebagai bedrog (salah satu alasan
untuk pembatalan persetujuan).?® Penipuan terjadi karena itikad buruk dari salah
satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, hal ini yang menyebabkan
gambaran penipuan dan wanprestasi terlihat sama. Pihak yang memiliki itikad
buruk menyadari adanya akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban, yang biasanya
merupakan pembayaran ganti rugi dan baru akan dipernuhi apabila putusan telah
berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuat perjanjian digunakan sebagai
“bungkus” untuk menipu, apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib, pihak
lain akan berdalih jika perihal terkait merupakan ranah perdata, sehingga

kewenangan untuk memeriksa tidak berada ditangan pihak berwajib.?

Pada dasarnya, substansi dari tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari
suatu perjanjian utang piutang yang merupakan perbuatan hukum perdata. Maka,
untuk dapat diproses secara pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur

actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Unsur actus

24 Tony Yuri Rahmanto, J. H. R. S. Kav, dan J. S. “Kuningan. Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19.1.
(2019). him 31.

%5 Noor Rahmad. “Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online.” Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah 3.2. (2019). him 103-117.

%6 Syawal Amry Siregar, dan Kristofel Ablio Manalu. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang.” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak
Pidana 3.1. (2020). him 12-24.



reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan,
sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan
perbuatan. Sebagai contoh kasus yang ada di Kota Bandar Lampung antara Susanti
alias Achun (terdakwa) dengan Lie Hang Nio (penggugat) yang melaksanakan
penipuan dengan jaminan sebuah Bilyet Giro Bank yang faktanya tidak dapat

dicairkan.?’

Contoh kasus tersebut termasuk dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang
penipuan bahwa terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan
hukum, dengan tipu muslihat yaitu menjaminkan bilyet giro kosong, disertai
dengan rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan Lie Hang Nio untuk
menyerahkan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan konsep penipuan dalam
ranah hukum perdata dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 1321 BW dan Pasal
1328 BW. Pasal 1321 BW tegas menentukan bahwa Tiada suatu perjanjianpun yang
mempunyai kekuatan mengikat, jika diberikan karena kakhilafan atau memberikan
pinjaman utang. Selanjutnya Pasal 1328 BW menentukan bahwa Penipuan
merupakan suatu alasanuntuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang
dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak

yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Permasalahan penipuan yang bermula dari hubungan kontraktual dalam perkara

utang piutang adalah masalah yang kompleks dalam dunia hukum. Terjadi

27 Jeffrey Thomas Lubis, Elisatris Gultom, dan S. Somawijaya. “Kepastian Hukum
Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak
Pidana Melalui Lembaga Kepailitan.” Jurnal Sains Sosio Humaniora 5.1. (2021). him 250-261.
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ketidaksetujuan tentang apakah penyelesaian hukum yang paling tepat, apakah itu
melibatkan hukum pidana atau hukum perdata. Hukum pidana adalah alat yang
digunakan oleh negara untuk menangani tindak pidana yang merugikan
masyarakat. Dalam konteks penipuan dalam hubungan kontraktual utang piutang,
tindakan pidana mungkin relevan jika ada bukti kuat bahwa penipuan dilakukan
dengan niat jahat dan merugikan pihak lain secara signifikan. Faktor seperti
pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kepercayaan, atau tindakan penipuan yang

jelas dapat membuka jalan untuk penuntutan pidana terhadap pelaku.

Hukum perdata berfokus pada pemulihan kerugian finansial dan pemenuhan
kontrak yang dilanggar. Dalam kasus penipuan kontraktual, jika penipuan tersebut
tidak mencapai tingkat kriminal atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana,
penggugat dapat mengajukan tuntutan hukum perdata. Tuntutan ini biasanya
berfokus pada pemulihan kerugian yang timbul akibat penipuan atau pembatalan
kontrak yang dibuat dalam situasi tersebut. Dari pihak pelaku penggunaan
instrument kontrak dalam melaksanakan aksi penipuanya merupakan strategi untuk
menghindari pidana karena dalam hukum perdata jika suatu kewajiban tidak
dilaksanakan maka hanya timbul wanprestasi serta putusan perdata hanya
menmberikan paksaan untuk membayar. Sedangkan penggunaan hukum pidana
oleh korban dalam perkara utang piutang yang melibatkan tindak pidana penipuan
adalah salah satu cara yang bisa dipertimbangkan oleh korban untuk membalas
pelaku penipuan. Penerapan hukum pidana dalam kasus seperti ini memiliki tujuan
untuk memberikan sanksi hukum terhadap pelaku penipuan sebagai bentuk

keadilan dan hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana.
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Penggunaan hukum pidana dalam kasus penipuan dalam perkara utang piutang
adalah cara bagi korban untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa pelaku
penipuan bertanggung jawab atas perbuatannya dan lebih condong terhadap untuk
melakukan pembalasan dan pemberian efek jera. Namun, keputusan untuk
mengambil langkah hukum pidana harus dipertimbangkan dengan cermat, dan
harus memperhatikan kewenangan hukum dan bukti yang ada. Berdasarkan uraian
di atas, hal tersebut menjadi alasan dari urgensi penelitian terkait analisis
pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual apakah yang menjadi
batasan atau parameter penentu perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum

perdata atau pidana.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian tesis ini akan
mengkaji beberapa permasalahan yaitu:
a. Bagaimanakah problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan
kontraktual?
b. Apasajakah unsur-unsur yang menjadi parameter dalam menentukan

Perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu hubungan kontraktual?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menguji hal-hal
yang berkaitan dengan analisis pembuktian pidana dalam suatu hubungan
kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PI1D/2021/PT.TJK) yang bertujuan untuk
mewujudkan keadilan materiil dan formil. Penelitian ini dilakukan pada

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis dan memahami problematika pembuktian pidana dalam
suatu hubungan kontraktual.
b. Untuk menganalisis dan memahami terkait unsur-unsur yang menjadi
parameter dalam menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu

hubungan kontraktual

2. Manfaat Penelitian
Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai
berikut:
a. Manfaat Teoretis
Secara teoritis hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat dapat
memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis
terhadap hal-hal yang mendasari kebutuhan akan penggunaan model analisis
pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memutus suatu perkara

khususnya terkait pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual.
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D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal
ini menunjukan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan
kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kostruksi permasalahan.
Sebelum mendefinisikan teori, ada yang perlu dijelaskan yaitu konsep. Konsep
menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara
abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian
ilmu sosial. Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi
yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat
dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat
diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan

fenomena yang diamati.?

Selanjutnya untuk menjawab kedua permasalahan tesis ini akan digunakan
beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu teori perjanjian, teori
kepastian hukum, dan teori pembuktian. Adapun teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama dan juga
teori mengenai praktik hukum untuk kemudian dikaji dan dianalisis dengan
keadaan faktual.

a. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam

bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. Pasal 1313

28 |_. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). (2002). him
34-35.
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KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian
ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri
kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga

tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.?®

Perkataan perikatan (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan.
Perjanjian sebab dalam Buku Il itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang
sama sekali tidak bersumber pada suartu persetujuan atau perjanjian, yaitu
perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hokum
(onrechmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan
kepentiungan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming)
tetapi, sebagian besar dari buku Il ditujukkan pada perikatan—perikatan yang

timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.*

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak
karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus
dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu Bugerlijk
Wetbook (BW) disebut overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum
dimana seorang berjanji kepada orang lain atua dua orang saling berjanji untuk

melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady banyak definisi

2Ahmadi Miru dan Sakka Pati. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456
BW). (Jakarta: Rajagarfindo Perdasa). (2008). him 63.
30 Subekti. Pokok—pokok Hukum Perdata. (Jakarta: PT. Intermasa). (1998). him 122.
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tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-
bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian

tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian,
menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu
peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal 3 Sedangkan menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa suatu
perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih,
yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi
dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.®
Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut
melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap
pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya
perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ada 4 syarat sahnya
perjanjian :

a) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

b) kecakapan mereka yang membuat perjanjian;

) suatu hal tertentu;

d) suatu sebab yang halal.

31 Munir Fuady. Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Ctk Pertama,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti). (2000). him 2.

32 Yahmin AK. Hukum Kontrak Internasional. (Jakarta: Raja grafindo Persada). (2006). him
1.

33 Salim HS, et.al. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). (Jakarta:
Sinar Grafika). (2006). him 9.
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Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat
kontrak. Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek
perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang dibuat dengan tujuan
menciptakan hak dan kewajiban hukum. Agar suatu perjanjian dianggap sah
dalam hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Secara rinci syarat-
syarat sahnya perjanjian umumnya adalah sebagai berikut:3*

a) Kesepakatan (Offer and Acceptance): Para pihak harus menyatakan
kesediaan mereka untuk membuat perjanjian. Ada penawaran (offer) dari
salah satu pihak, yang kemudian diterima (acceptance) oleh pihak lain tanpa
ada penolakan atau perubahan yang signifikan. Kesepakatan ini harus
bersifat bebas dan dengan pemahaman yang jelas tentang persyaratan
perjanjian.

b) Kapasitas Hukum (Capacity): Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian
harus memiliki kapasitas hukum yang cukup. Artinya, mereka harus cukup
dewasa dan berada dalam keadaan sadar serta bebas dari paksaan atau
penipuan saat membuat perjanjian.

¢) Tujuan yang Sah (Legality of Purpose): Tujuan perjanjian harus sah
menurut hukum. Ini berarti bahwa perjanjian yang melibatkan tindakan
ilegal, melanggar ketertiban umum, atau bertentangan dengan norma-norma
etika mungkin dianggap tidak sah.

d) Kemungkinan Pelaksanaan (Possibility of Performance): Isi perjanjian
harus bisa dilaksanakan. Perjanjian yang meminta pelaksanaan tugas yang
mustahil atau tidak pasti tidak akan sah.

e) Keterangkuman (Certainty): Perjanjian harus memiliki ketentuan yang jelas
dan tegas, sehingga para pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka
dengan jelas. Ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam perjanjian dapat
membuatnya tidak sah.

f) Tertulis (In Writing): Beberapa perjanjian, terutama yang melibatkan
transaksi besar atau sifatnya yang khusus, mungkin diwajibkan oleh hukum
untuk dibuat secara tertulis. Namun, tidak semua perjanjian harus tertulis;
banyak perjanjian yang sah dapat dibuat secara lisan.

34 Retna Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata).” Jurnal Pelangi
lImu 5.1. (2012). him 23-34.
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g) Kebebasan (Free Will): Para pihak harus membuat perjanjian dengan
kehendak bebas mereka sendiri, tanpa adanya unsur pemaksaan atau
penipuan.

h) Tanggung Jawab Hukum (Legal Competency): Para pihak harus memiliki
kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Ini berarti mereka tidak boleh
berada dalam keadaan yang menghalangi mereka untuk membuat kontrak,
seperti di bawah umur atau dalam keadaan yang tidak sadar.

Perlu diingat bahwa persyaratan perjanjian dapat bervariasi berdasarkan hukum
negara dan jenis perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, sebaiknya Anda selalu
berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau pengacara untuk memastikan
bahwa perjanjian yang Anda buat memenuhi semua syarat yang diperlukan
sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah Anda. Dalam perjanjian dikenal
beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam
mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:®
1) Asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan
berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para
pihak untuk:
a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
¢) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

% Salim HS. Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak). (Jakarta: Sinar Grafika).
(2014). him 12.
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2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam
pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu
adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas
yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara
formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan
merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh
kedua belah pihak.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas
ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda
merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi
kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-
undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak
yang dibuat oleh para pihak.*® Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi bahwa perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

4) Asas Itikad Baik (Goede Trouw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal
1338 ayat (3) berbunyi bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur
harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau

keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik

3 Subekti. Hukum Perjanjian. ctk 20, (Jakarta: Intermasa). (2002). him 10.
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dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada
itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari
subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan
keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak
memihak) menurut norma-norma yang objektif.3’

5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang
akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdata. Pasal
1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat
mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti
ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk
kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian
hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian
yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.
Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir
dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian
diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat
untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu

Syarat semacam itu.

Teori perjanjian adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk
memahami bagaimana perjanjian antara berbagai pihak terbentuk, dilaksanakan,

dan dijalankan. Teori ini mencakup berbagai aspek, termasuk motivasi,

37 Subekti. 1bid. him 15.
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interaksi, hambatan, dan hasil dari perjanjian tersebut. Sementara itu, perjanjian
bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian di mana pihak-pihak yang terlibat
bersepakat untuk berbagi keuntungan atau hasil dari suatu proyek atau usaha,
biasanya dalam proporsi tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Hubungan
antara teori perjanjian dan perjanjian bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Konsep Keuntungan Bersama: Teori perjanjian mengakui bahwa perjanjian
terjadi karena adanya kepentingan bersama atau keuntungan bagi pihak-pihak
yang terlibat. Perjanjian bagi hasil mencerminkan konsep ini dengan
menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan bersama
untuk mencapai hasil yang menguntungkan dan berbagi keuntungan dari
usaha tersebut.

b) Motivasi dan Insentif: Teori perjanjian menyelidiki motivasi di balik
perjanjian dan bagaimana insentif dapat mempengaruhi pihak-pihak dalam
mencapai kesepakatan. Perjanjian bagi hasil sangat berkaitan dengan
motivasi dan insentif, karena pihak-pihak memiliki dorongan untuk berusaha
maksimal demi meraih keuntungan yang lebih besar, seiring dengan berbagi
hasil sesuai perjanjian.

c) Kesepakatan dan Negosiasi: Teori perjanjian memahami bagaimana pihak-
pihak berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang
memuaskan. Perjanjian bagi hasil melibatkan proses negosiasi di mana pihak-
pihak harus mencapai kata sepakat tentang bagaimana pembagian hasil akan
dilakukan, termasuk porsi masing-masing pihak.

d) Keterikatan Kontrak: Teori perjanjian menganggap kontrak sebagai alat
untuk mengikat pihak-pihak dalam perjanjian dan memberikan kerangka
kerja hukum untuk pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian bagi hasil
menerapkan prinsip keterikatan kontrak dengan jelas, karena pihak-pihak
harus mematuhi persentase pembagian keuntungan yang telah disepakati.

e) Optimalisasi Hasil: Teori perjanjian sering membahas tentang bagaimana
pihak-pihak dapat mencapai hasil optimal melalui perjanjian yang saling
menguntungkan. Perjanjian bagi hasil merupakan bentuk praktis dari konsep
ini, di mana pihak-pihak bekerja sama untuk memaksimalkan hasil proyek
atau usaha dengan pembagian keuntungan yang adil.

Teori perjanjian dan pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual
adalah dua konsep yang berkaitan erat dalam hukum, terutama dalam konteks

hukum perdata dan pidana. Dalam beberapa kasus, tindakan kriminal dapat
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terjadi dalam konteks hubungan kontraktual. Contohnya, tindakan penipuan atau
penggelapan dalam perjanjian bisnis atau kontrak dapat menjadi tindakan
kriminal. Dalam kasus seperti itu, pihak yang dituduh melakukan tindakan
kriminal harus dibuktikan secara hukum bersalahnya melalui proses pidana.
Pembuktian pidana dalam kasus seperti ini akan bergantung pada bukti-bukti

yang ada.

Perjanjian atau kontrak dapat menjadi bukti yang relevan dalam proses pidana.
Misalnya, jika terdapat perjanjian tertulis yang menunjukkan bahwa pihak
tertentu memiliki niat jahat untuk melakukan penipuan atau tindakan kriminal
lainnya, perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan
pidana untuk mendukung dakwaan pidana. Di sisi lain, dalam kasus pelanggaran
kontraktual, teori perjanjian menjadi sangat penting. Pihak yang merasa
dirugikan dalam suatu kontrak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap
pihak lain yang dianggap melanggar perjanjian. Dalam konteks ini, mereka harus
membuktikan bahwa terdapat perjanjian yang sah, pelanggaran kontraktual telah
terjadi, dan mereka mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran
tersebut. Bukti, seperti dokumen kontrak dan komunikasi tertulis, sering

digunakan untuk membuktikan klaim ini.

Terkadang, tindakan kriminal salah satu pihak dalam hubungan kontraktual
dapat memiliki konsekuensi hukum terhadap perjanjian itu sendiri. Misalnya,
jika salah satu pihak terlibat dalam penipuan yang terkait dengan kontrak
tertentu, maka kontrak tersebut mungkin dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak
sah. Penting untuk diingat bahwa hukum perjanjian dan hukum pidana biasanya

memiliki yurisdiksi yang berbeda. Hukum perjanjian diatur oleh hukum perdata,
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sedangkan hukum pidana diatur oleh hukum pidana. Oleh karena itu, proses
hukum yang berbeda akan berlaku untuk masing-masing jenis kasus. Dalam
praktiknya, hubungan antara teori perjanjian dan pembuktian pidana dalam suatu
hubungan kontraktual dapat sangat kompleks dan bergantung pada fakta-fakta
yang terkait dengan kasus tersebut. Pengacara biasanya berperan dalam
membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kasus semacam ini untuk memahami

dan melaksanakan hak-hak hukum mereka dengan benar.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama
untuk norma hukum tertulis.®® Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan
makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap
orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila
dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan
perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan
kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan
kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu
sendiri.®® Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian
sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan
bermasyarakat.*® Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu

sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari

3 Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, dan Isis Ikhwansyah. “Permohonan upaya hukum
peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum.” Mimbar Hukum-Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada 29.2. (2017). him 189-204.

% Rio Christiawan. “Kepastian Hukum Pelaksanaan Kontrak Konstruksi.” Repertorium:
Jurnal lImiah Hukum Kenotariatan 9.2. (2020). him 85-94.

40 Jeffrey Thomas Lubis, Elisatris Gultom, dan S. Somawijaya. “Kepastian Hukum
Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak
Pidana Melalui Lembaga Kepailitan.” Jurnal Sains Sosio Humaniora 5.1. (2021). him 250-261.
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beberapa ahli. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

a) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah
perundang-undangan.

b) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada
kenyataan.

c) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah
dilaksanakan.

d) hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa
kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum
merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.
Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum
positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat
harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Pendapat mengenai
kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh
Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan
sebagai berikut :

a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah

diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
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c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena
itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka
menyelesaikan sengketa hukum; dan

e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa

kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian
hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.

Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang

sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan

antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh

haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.** Walaupun kepastian hukum
erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan,

sedangkan keadilan  bersifat subyektif, individualistis, dan tidak

menyamaratakan.*?

41 Ahmad Habibi Maftukhan, Anjar Setiawan, dan Muhamad Abdul Aziz. “Keadilan,
Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana
Indonesia.” Verstek 2.2. (2014). him 23.

42 Dwi Agustine. “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata.” RechtsVinding 6.1. (2017).
him 1-7.
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Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya
sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam
memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai
itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan
peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Nusrhasan
Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepasian hukum dalam peraturan
perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur
internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah

kejelasan konsep yang digunakan.*®

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian
disatukan ke dalam konsep tertentu pula. kejelasan hirarki kewenangan dari
lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini
penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan
perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan
pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu
peraturan perundang-undangan tertentu. Adanya konsistensi norma hukum
perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling

bertentangan antara satu dengan yang lain.*

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

4 E. Fernando M. Manullang. Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. (Jakarta: Prenada
Media). (2017). him 21.

4 Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman terhadap asas kepastian hukum
melalui konstruksi penalaran positivisme hukum.” Crepido 1.1. (2019). him 13-22.
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sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya
kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.*®
Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat
mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan
multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.*® Hukum
harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga
siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu
dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber
keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang
mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan
kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan

kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Hubungan antara teori kepastian hukum, kasus utang piutang dalam hukum
perdata, dan tindak pidana penipuan dalam hukum pidana adalah kompleks dan
terkait erat dalam konteks hukum. Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang
menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan.
Ini berarti bahwa individu dan perusahaan harus dapat memahami hak dan
kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum
perdata, terutama dalam kasus utang piutang, kepastian hukum sangat penting.

Kontrak dan perjanjian dalam hukum perdata harus diformulasikan dengan jelas

% Fence M. Wantu. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam
Putusan Hakim di Peradilan Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12.3. (2012). him 479-489.

% Indri Hadisiswati. “Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah.” Ahkam:
Jurnal Hukum Islam 2.1. (2014). him 118-146.
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dan secara tegas untuk menghindari ambiguitas. Ini memungkinkan pihak yang

terlibat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan tersebut.

Penipuan adalah tindak pidana yang melibatkan tindakan atau pernyataan yang
menyesatkan atau salah dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau
merugikan pihak lain. Dalam kasus penipuan, pelaku dengan sengaja mengecoh
atau menipu pihak lain dengan maksud menimbulkan kerugian atau meraih
keuntungan. Kepastian hukum berperan penting dalam kasus penipuan. Untuk
menuntut tindak pidana penipuan, hukum harus jelas mengenai apa yang
dianggap sebagai tindakan menyesatkan atau penipuan, serta konsekuensi

hukum yang akan diterapkan pada pelaku penipuan.

Dalam beberapa kasus, tindak pidana penipuan dapat terkait dengan kasus utang
piutang dalam hukum perdata. Misalnya, jika pihak debitur dengan sengaja
memberikan informasi palsu atau menutup-nutupi informasi yang relevan dalam
kontrak utang piutang, ini dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan.
Kepastian hukum juga penting dalam kasus penipuan yang melibatkan utang
piutang. Hak dan kewajiban dalam kontrak utang piutang harus dijelaskan
dengan baik agar tindakan penipuan dapat diidentifikasi secara lebih jelas dalam
konteks hukum pidana. Dengan kata lain, teori kepastian hukum sangat penting
dalam membantu menentukan hak dan kewajiban dalam kasus utang piutang
dalam hukum perdata, dan juga untuk memahami tindak pidana penipuan yang
mungkin timbul dalam konteks tersebut. Kejelasan hukum memainkan peran
kunci dalam memastikan bahwa hukum perdata berfungsi dengan baik dan
dalam menegakkan hukum pidana penipuan ketika tindakan melawan hukum

terjadi dalam kasus utang piutang.
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Teori kepastian hukum dan pembuktian pidana dalam suatu hubungan
kontraktual adalah dua aspek penting dalam sistem hukum yang saling terkait,
terutama dalam konteks hukum perdata dan pidana. Teori kepastian hukum
berkaitan dengan keyakinan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan
dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan
kontraktual. Dalam konteks perjanjian kontraktual, pihak-pihak yang terlibat
harus memiliki keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan kontrak yang telah
disepakati akan ditegakkan dan dilindungi oleh hukum. Ini menciptakan dasar

kepastian hukum yang penting dalam hubungan kontraktual.

Dalam hubungan kontraktual, pembuktian pidana mungkin relevan jika terdapat
dugaan pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan kontrak. Misalnya, jika
salah satu pihak dalam hubungan kontraktual dituduh melakukan penipuan atau
penggelapan yang melibatkan kontrak tersebut, maka proses pidana akan
dimulai. Teori kepastian hukum menjadi penting di sini karena pihak yang
dituduh harus memiliki keyakinan bahwa mereka akan menghadapi pengadilan
yang adil dan bahwa hak-hak mereka akan dihormati. Dalam proses pidana,
beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh. Artinya, pihak penuntut
(biasanya jaksa penuntut umum) harus membuktikan dengan bukti yang cukup
bahwa terdakwa bersalah melampaui keraguan yang wajar. Kepastian hukum
dalam konteks ini berarti bahwa pembuktian harus dilakukan dengan hati-hati
dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Teori kepastian hukum juga
mencakup hak setiap pihak dalam hubungan kontraktual untuk dilindungi oleh
hukum dalam hal pelanggaran kontraktual atau tindakan pidana yang terkait

dengan kontrak tersebut. Hak ini mencakup hak untuk memiliki akses ke
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pengadilan yang adil, hak atas pembelaan yang efektif, dan hak untuk tidak

dihukum atas tindakan yang tidak terbukti bersalahnya.

Jadi, teori kepastian hukum dan pembuktian pidana dalam suatu hubungan
kontraktual saling terkait karena keduanya berperan dalam menciptakan
lingkungan hukum yang adil dan terpercaya bagi pihak-pihak yang terlibat
dalam kontrak. Kepastian hukum membantu memastikan bahwa perjanjian
kontraktual dihormati, sementara pembuktian pidana mengatur bagaimana
pelanggaran pidana yang terkait dengan kontrak diadili dan dibuktikan di

pengadilan.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara
perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah
bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang
sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara
perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak
boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.*’
Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan
preponderanve of evidence, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran

materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).*8

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha

47 Eddy O.S. Hiariej. Teori Dan Hukum Pembuktian. (Jakarta: Erlangga). (2012). him 15.
4 Monang Siahaan. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: Grasindo). (2016). him
188.
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menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.*®
Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam
hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang
terdakwa didalam persidangan. Pembuktian adalah mengandung maksud dan
usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat

diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.*

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang
berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang
berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh
hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.>
Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi
dan terdakwalah yang bersalah melakaukannya, sehingga harus
mempertanggungjawabkannya.®? Hukum pembuktian merupakan sebagian dari
hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut
hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak
dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian

adalah undang-undang, doktrin atau ajaran, yurisprudensi.>®

49 Lilik Mulyadi. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. (Bandung: Alumni).
(2007). him 85.

0 Mark Constanzo. Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
(2006). him 500.

51 J.C.T. Simorangkir. Pembuktian dalam Tindak Pidana: Sebagai Acuan dalam Beracara.
(Yogyakarta: Pt. Citra Adiya). (2016). him 23.

2 Elwi Danil. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasanya. (Jakarta: Raja
Grafindo Persada). (2012). him 201.

53 Afrianto Sagita. “Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum Respublica 17.1. (2017). him 33-45.
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Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang
berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh
keyakinan bahkan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut
bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus
berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.>* Apabila sebaliknya maka

terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Kata pembuktian (bewijs) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti,
adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu
kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut vyaitu
terdapatnya suatu kepastian. Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan
(dengan mengutip pendapat lan Denis) bahwa kata Evidence lebih dekat kepada
pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat
diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence
atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam
penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.*
Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan
atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan,

menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

% Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. (Bandung:
Bandar Maju). (2003). him 11-21.

55 Eddy OS. Hiariej. Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana. (Yogyakarta:
Erlangga). (2009). him 12.
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R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam
konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana,
karena yang dicari adalah kebenaran materiil.>® Pembuktiannya telah dimulai
sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan
dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan
tersangkanya. Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum
Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembukian
diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum. Tujuan dan guna
pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan
adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk
meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan
seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan

b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha
sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada,
agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum
atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika
mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau

meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

% Retna Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata).” Jurnal Pelangi
lImu 5.1. (2012). him 34-40.
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c) Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat
bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum

atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa system
pembukian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil
pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan
pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna
membuktikan kesalahan terdakwa.®>” Apakah kelengkapan pembuktian dengan
alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim. Berdasarkan teori hukum
pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus
menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (burden of proof,
burden of producing evidence) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa
beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung
bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus
perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.
Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan
penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap
kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya.
Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata
tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah

perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya.

57 Djoko Sarwoko. “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasiil
Kejahatan.” Varia Peradilan, Majalah Hukum No 284. (2009). him 13-25.
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Menentukan siapa yang melakukan pembuktian menuntut hukum haruslah
cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus
cukup arif. Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud
dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa
yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk
membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang
benar-benar tejadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum
bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta
tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang

mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

Teori pembuktian (burden of proof) adalah prinsip yang mengatur bagaimana
beban pembuktian ditentukan dalam kasus hukum. Ini memiliki peran yang
penting dalam kasus utang piutang dalam hukum perdata dan kasus penipuan
dalam hukum pidana. Berikut adalah hubungan antara teori pembuktian, kasus
utang piutang, dan tindak pidana penipuan. Dalam kasus utang piutang dalam
hukum perdata, biasanya pihak yang mengklaim atau menuntut (pihak
penggugat) memiliki beban pembuktian. Artinya, pihak penggugat bertanggung
jawab untuk membuktikan klaimnya, yaitu bahwa pihak debitur memang

berhutang kepada mereka dan bahwa utang tersebut belum dibayar.

Bukan hanya beban pembuktian yang harus dipikul oleh pihak penggugat, tetapi
juga mereka harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung klaim
mereka. Ini termasuk kontrak, catatan pembayaran, komunikasi tertulis, atau

bukti-bukti lainnya yang menunjukkan adanya utang piutang dan
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ketidakpenuhannya. Dalam kasus penipuan dalam hukum pidana, beban
pembuktian biasanya berbeda dari kasus hukum perdata. Di dalam hukum
pidana, beban pembuktian berada pada pihak penuntut (biasanya jaksa atau
penyidik), dan mereka harus membuktikan dengan meyakinkan bahwa pelaku
tindak pidana (terdakwa) bersalah melewati standar pembuktian yang lebih

tinggi, yaitu di luar keraguan yang wajar (beyond a reasonable doubt).

Jaksa harus membuktikan beberapa unsur kunci, seperti niat untuk menipu,
penggunaan pernyataan palsu atau menyesatkan, serta kerugian yang dialami
oleh korban untuk menuntut tindak pidana penipuan. Ini sering kali memerlukan
bukti yang kuat dan meyakinkan untuk menghukum terdakwa. Hubungan antara
kasus utang piutang dalam hukum perdata dan kasus penipuan dalam hukum
pidana dapat terjadi ketika tindakan penipuan terjadi dalam konteks utang
piutang. Misalnya, jika pihak debitur dengan sengaja memberikan informasi
palsu atau menutup-nutupi informasi yang relevan kepada pihak kreditur dalam
rangka menghindari pembayaran utang, ini dapat dianggap sebagai tindak pidana

penipuan.

Dalam situasi seperti itu, pihak penuntut dalam kasus pidana (Jaksa) akan
memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa tindakan penipuan telah
dilakukan oleh terdakwa dengan standar di luar keraguan yang wajar. Pihak yang
merasa menjadi korban penipuan dalam konteks utang piutang dalam hukum
perdata juga dapat menggunakan bukti-bukti yang ditemukan dalam peradilan
perdata sebagai dasar untuk melibatkan hukum pidana jika tindakan penipuan

terbukti. Jadi, teori pembuktian memiliki implikasi yang berbeda dalam kasus
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utang piutang dalam hukum perdata dan kasus penipuan dalam hukum pidana,
tetapi hubungan antara keduanya dapat muncul ketika tindakan penipuan terjadi
dalam konteks utang piutang dan memenuhi standar pembuktian pidana yang

diperlukan.

2. Konseptual

Kerangka konsep dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan
menghubungankan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara
variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur
melalui penelitian yang akan dilaksanakan.®® Konsep yang terpilih perlu
ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak
maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur
secara empiris.>® Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.
Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menguraikan
hak, kewajiban, tanggung jawab, dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh
setiap pihak yang terlibat. Perjanjian dapat bersifat formal atau informal dan
bisa mencakup berbagai jenis konteks, seperti bisnis, hukum, keuangan,
properti, dan sektor lainnya. Perjanjian dibuat untuk mengatur hubungan
antara pihak-pihak yang terlibat, menetapkan parameter pelaksanaan suatu
kesepakatan, serta memberikan dasar hukum untuk tindakan atau transaksi

yang akan dilakukan.

%8 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta). (2017)
him 58.
59 Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. (Tangerang Selatan: UNPAM Press). (2018). him 53.
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b) Utang piutang adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kewajiban

finansial yang dimiliki oleh seseorang atau entitas (pihak debitur) kepada
pihak lain (pihak kreditor) dalam bentuk uang atau barang yang telah
dipinjam atau dipinjamkan. Ini adalah bagian dari hukum perdata yang
mengatur hubungan keuangan antara individu, perusahaan, atau organisasi
dalam konteks perjanjian atau kontrak.

Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang terbentuk ketika dua
pihak atau lebih (pihak yang terlibat dalam kontrak) sepakat untuk mengikat
diri dalam perjanjian tertulis atau lisan yang disebut kontrak. Hubungan ini
melibatkan hak dan kewajiban yang diatur oleh syarat-syarat dan ketentuan
yang tercantum dalam kontrak. Ini adalah prinsip dasar dalam hukum perdata
yang mengatur transaksi bisnis, perjanjian, dan kesepakatan lainnya di

berbagai sektor.

d) Pembuktian pidana adalah proses pengumpulan dan penyajian bukti-bukti

e)

dalam sistem hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang atau
terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas suatu tindakan pidana. Proses ini
adalah bagian penting dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk
menegakkan hukum, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa orang
yang dituduh bersalah hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah melalui
bukti yang cukup dan meyakinkan.

Penipuan adalah tindakan yang melibatkan penggunaan tipu daya,
pembohongan, atau manipulasi informasi dengan maksud untuk memperoleh

keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Penipuan adalah pelanggaran
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hukum yang umum di banyak sistem hukum di seluruh dunia dan dapat
memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya.

f) Wanprestasi: adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat
perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari
perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian Tesis ini

secara singkat digambarkan pada bagan berikut ini:
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E. Metode Penelitian
Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan
sebuah penelitian.®® Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang
akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.®® Penelitian hukum
merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan
pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.®?
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum
normatif dan penelitian hukum empiris terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam
Suatu Hubungan Kontraktual. Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan statute approach dan
pendekatan case approach®® yang berkaitan dengan pembuktian pidana dalam
suatu hubungan kontraktual yaitu perjanjian utang piutang. Selain itu juga
diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian
mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang
bersangkutan. 54
2. Sumber Data
Sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar

kajian (analisis dan kesimpulan).®® Sumber data utama dalam penelitian kualitatif

8Abdulkadir Muhammad. Hukum dan penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
(2004). him 57.

61 Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7.1. (2020). him 20-33.

62 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar). (2010). him 34.

83 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
(2011). him 35.

84 Soetrisno. Metodologi Research. (Yogyakarta: UGM). (1978). him 49.

8 Sulistyowati Irianto, dkk. Kajian Sosio-Legal. (Jakarta: Pustaka Larasan). (2012). him 81.
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adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan

lain-lain.%® Pada penelitian ini sumber data penelitian ada dua:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan
dicatat untuk pertama.®’ Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua
bagian, yang pertama diperoleh dengan cara wawancara (interview). Adapun
data-data yang telah kami peroleh setelah melakukan analisis yaitu data-data
yang berhubungan dengan analisis pembuktian pidana dalam suatu hubungan
kontraktual. Data primer yang kedua yaitu wawancara. Data primer yang telah
peneliti dapat setelah melakukan wawancara terkait analisis pembuktian pidana
dalam suatu hubungan kontraktual, peneliti melakukan wawancara dengan
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
(Firdaus Effendi, S.H., M.H.) dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

(Hendro Wicaksono, S.H., M.H.)

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.
Adapun data sekunder tersebut antara lain:
1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan

diantaranya adalah sebagai berikut:

% |_exy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). (2002).
him 112.
67 Marzuki. Metode Riset. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada). (1986). him 55.
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a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c¢) Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TIK

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum
primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang
berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia.

3. Pengumpulan Data
Dari hasil pengamatan langsung terdapat perilaku manusia dimana peneliti secara
partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan
data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Studi Dokumen
Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen
merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan
setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen
bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat

menentukan hasil dari suatu penelitian.®® Pada penelitian ini studi dokumen

% Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali
Press). (2006). him 68.
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berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya
dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan
berupa bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, serta buku-

buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

4. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk
menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan
fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian
bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian
mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan
metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Pengecekan Data (Editing)
Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui
apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk
keperluan proses berikutnya.%® Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan
maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan
penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh
gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang
diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari
kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan

kelompok data lain.

% Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta: PT. Gremedia Pustaka
Utama). (1997). him 270.
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b) Pengelompokan Data (Classifying)

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih
mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan
permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya
tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan
mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola
tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan.

c) Pemeriksaan Data (Verifying)

Verifying, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data,
yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data
dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan
untuk menjawab pertanyaan penelitian,”® serta mempermudah untuk
menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data
sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah
pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan
umum yang disebut “analisis”.”* Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada
sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus

di cross check kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

0 Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. (Bandung:
Sinar Baru Algasindo). (2000). him 84.

"1 Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang
Metode-Metode Baru. (Jakarta: Universitas Indonesia). (1992). him 19.
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d) Analisis Data (Interpretasi)

Interpretasi, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk
dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami.
Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu
penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau
telah terjadi di lapangan.’? Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut
dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan
dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul
tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih
dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (meaning) dari
peristiwa yang akan diteliti.

e) Kesimpulan

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk
menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa
kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan

memudahkan dalam menyimpulkan isi penelitian.

85.

2 Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Op Cit, him.



BAB IV.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu
Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/P1D/2021/PT.TJK) maka dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual adalah
bahwa problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual
disebabkan beberapa faktor utama yang memengaruhi proses pembuktian
pidana dalam konteks hubungan kontraktual melibatkan kesulitan dalam
mengumpulkan bukti yang kuat, peran penting dokumen kontrak yang sah, dan
pengertian yang jelas tentang unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk
menggolongkan perbuatan sebagai tindak pidana. Pentingnya dokumentasi
yang akurat dalam proses kontrak dan transaksi tidak hanya memastikan
kejelasan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat
menjadi sumber bukti yang krusial dalam perkara hukum jika terjadi sengketa.
Selain itu, pengertian yang baik tentang unsur-unsur yang diperlukan untuk
menunjukkan bahwa suatu tindakan adalah tindak pidana dalam konteks
hubungan kontraktual, seperti adanya kesengajaan atau niat buruk, dapat
membantu menilai apakah suatu kasus harus dikejar secara pidana. Dalam
menghadapi problematika pembuktian pidana dalam hubungan kontraktual,

penting untuk menjaga kejelasan, integritas, dan akurasi dalam semua transaksi



136

dan dokumentasi kontrak. Selain itu, bekerja sama dengan pengacara yang
berpengalaman dan memahami hukum serta teori pembuktian yang berlaku
dapat membantu pihak yang terlibat untuk menghadapi perkara hukum ini
dengan lebih efektif dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam
konteks hubungan kontraktual.

. Unsur-unsur yang menjadi parameter dalam menentukan Perbuatan
wanprestasi dan penipuan dari suatu hubungan kontraktual sangat bergantung
pada niat, perjanjian kontrak, bukti pelanggaran, dan kerugian yang dialami
oleh pihak lain. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua konsep ini
untuk mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai dalam menangani
pelanggaran atau perselisihan dalam kontrak. Wanprestasi adalah pelanggaran
terhadap persyaratan kontrak di mana salah satu pihak gagal untuk memenuhi
kewajibannya. Unsur-unsur utama dalam menentukan wanprestasi melibatkan
adanya kontrak yang sah, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, dan
kerugian yang dialami oleh pihak yang mematuhi kontrak. Sedangkan
penipuan adalah perbuatan yang melibatkan tindakan menipu atau
memanipulasi pihak lain dalam suatu hubungan kontraktual. Unsur-unsur
penipuan mencakup pernyataan palsu atau menutup-nutupi fakta penting, niat
buruk atau kesengajaan, kerugian yang dialami oleh korban, ketergantungan
korban pada pernyataan palsu, dan kausalitas antara pernyataan palsu dan
kerugian yang dialami. Perlindungan Hukum penting untuk melindungi hak-
hak individu dalam hubungan kontraktual. Pengadilan harus memastikan
bahwa hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

yang berlaku.
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B. Saran

Berdasarkan simpulan terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan
Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/P1D/2021/PT.TJK) maka dapat diberikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. ParaPihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual sebaiknya selalu menjaga
dokumentasi yang akurat tentang semua komunikasi, perjanjian, dan transaksi
terkait kontrak. Dokumen-dokumen ini dapat menjadi bukti penting dalam
kasus hukum jika terjadi sengketa.

2. Penegak hukum harus memahami betul unsur-unsur ini dalam menilai
perbuatan wanprestasi dan penipuan dalam hubungan kontraktual. Pemerintah
dapat memastikan ada undang-undang yang jelas yang mengatur kasus-kasus
semacam ini dan memberikan panduan bagi pengadilan. Selain itu,
penyelenggaraan pengadilan dan sistem peradilan yang efisien juga sangat

penting untuk menyelesaikan sengketa semacam ini dengan adil dan efektif.
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